y ::KEMENTERIAN KOOHD'NATOR
BtDM\G KEMARITIMAN

PERJANJIAN KERJA' SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
DAN
PTELEXMEDIA KOMPUTINDO
'_ ‘TENTANG" .
INOVAS|-PRODUK KELAUTAN DAN. PERIKANAN

NOMOR ; 5/PKS/Maritim/IV/i2019
NOMOR : EMK/PKS/01/IV/2019

Pada hari ini; Jumat tanggal lima bulan Agpril Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
bertempat di Jakarta; yang bertanda tangan dibawah ini-:

1. Agung Kuswandone : Deputi Bldang Koordmasl Sumber Daya Alam dan
' Jasa Kemeriterian Koordinator Bidang Kemaritiman,
dalam hal- ini bertindak untuk dan atas nama
Kemeénterian Koordinator Bidang. Kemaritima#, yang
berkedudukan di Jalan M.H: Thamrn Nomor 8
Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya dalam

Pefjanjian Kerja Sama ini dié’ebu’t'ﬁ pmm-kaSA-m

2. Suwandi Sandiwan Dfrektur Utama, dalam hal ini bertmdak untuk dan
Brata atas. pama PT. Elex Media Komputindo yang-
berkedudukan di Gedung Kempas Gramedia:lantai 2,
Jalan Palmerah: No. 29-37, Jakarta Pusat, yang
selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dasebut

PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU. dan. PIHAK KEDUA "e_cara bersama-sama:
disebut PARA PIHAK dan secara;sendiri-sendiri untuk selanjutn a disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memerhatikan hal-hal sebagai
berikut: 3




o

_untuk Sal!ng menglkatkan dm dalam Sebuah Per ]anjldﬂ _Kerja Sama tentang Inovasx

a. Sural Permohonan Audlen31 dari Dlrektur PT Eiex Medla Kumputlndo kepada

NOlnuf G/NKB/Marmmfvam8 dan Nomor RDN/KB/PEMKI 001Nl|1/2018 -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan Sepakdt dan setuju

(U'MKM) Lokal dan masyanakat setemp,_ ;di eng an':
berikut: - - o

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN -

(1) Maksud Perjanjian Kéija Sama ini adalah sebag
penyelengg'ardan -.---_ke-gfata‘n untuk: - memb__
masyarakat lokal, sehingga mampu menumbuhkan po!

(2) Tujuan PerJ.aanan Kerja Sama ini-adafah uniuk menmgkatkan kompctencn sumber
daya manusia dalfam:

[oF Peumgkatan ddya samg produk kela’_
solusi movauf dari peserta boolca
permasalatian yang dihadapi:

P! '.r'iie'ur bagi

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lirigkug: Per anplam Ker;a Samaini meuputl' :
a. Koordinasi dungan KementenaniLembaga Pem:
yang mengembangkan jndustri kemaritiman bel
perikanan;

b.  Pelatinan, inovasi, akiivitas bertema pengembang:
'PASAL 3 i

HAK DAN KEWAJIBA

ah Ut KM Daerah

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Meminta PIHAK KEDUA “untuk melak
pelaksanaan kegratan terkait kerJa sama ini;




@

(3)

(4)

(N
@

M

- Pemblayaan’ terkait ‘keord

b, Mendapatkan hasit evaluasi’ dari PIHAK" KEDUA sebelum dan sesudah
program kerja sama-ini dilakukari:

Kewajiban PIHAK KESATU

a. Melakukan koordinasi dengan. Keménterian/Lembaga, Pemerintah Daerah
dan UMKM Daerah: _

b. Melakukan' koordinasi .dalam - rangka - pembrnaan ~dan.
pelaksanaan kegiatan” bersama—sama dengan Jjajaran: ‘Kementeriz
dan Dinas:Teknisdi daerah: : '

Hak PIHAK KEDUA ;

a. Mendapatkan akses ke Pemerintah Daerah dan UMKM Daeranh;

b. Melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah dan UMKM
Daerah.

Kewajiban PIHAK KEDUA -

a. Melakukan kegiatan.yang;:sudah: dlsepakat_"d engan

b.. Melakukal "':tonng dan eVaiuast kepad
kegiatan seiesal :

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan:kegiatan bootcamp for yozmg en!repreneur sepenuhnya menjad{-f_
tanggung jawab PIHAK. KEDUA. - -~ + - :
i dengan e
Daerah dan UMKM Daerah dapat dibsbankan p
PIHAK.

PASAL 5

Perjanjian. Kerja: Sama-i
sejak. dttandatangam ; : : ::
Jangka waktu Perjanjian Keua Sama sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) \
dapat diperpanjang kembali- sesual dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK

dengan ketentuan pemberitahuan selambat—lambatnya 30.(tiga puluh) hari kerja .
sebelum berakhlrnya Jangka waktu per;anglan i, . i ; S :

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud derigan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan
di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK
tidak: dapat melaksanakan pekerjaan sebagaxman d‘maksud dalam Pasal i
namun tidak terbatas pada pensuwa-pensﬂwa sel ikut ' ;
a. Bencana alam (gempa bumi; tanah longsor dan't




(2)

{3)

Seluruh pembentahuan atau: kores ""'jndenSI yang berkai ande
ditujukan Kepada:- e

PIHAK KESATU  : ;Asﬁsten Deputl Sumber Daya Ha

Pl_HAK'-K_fEDUA

(1)
@)

Apabila terjadl keadaan memaksa, PIHAK KEDU_
kepada. PIHAK KESATU secara tertulls selambat-

b. Seorang wakil-dari PIHAK.KEDUA

b. Kebakaran; _
c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dar

-_epldemi yang secara-

ekeqaan

arus: membentahukan

am'batnya dalam waktu

14 (empat belas) hati kalender sejak- terjadinya’ keadaan memaksa dengan

disertaj bukti-bukti sah yang:dikeluarkan cleh Pe_r_ne_n,nt_ah

Apabila terjadi keadaan memaksa, maka : '

a. PARA PIHAK atau salah satu pinak tidak- dapat dltuntut untuk melaksanakan
kewajibannya;

b. Perjanjian Kerja Sama ini'dan jadwal. ‘pelaksanaan peker}aan dapat dltmjau'
kembali; '

Keseluruhan ada hubungannya dengan penyetes

PASAL 7
KORESPONDENSI

ngan Kerja Samani

Deputi Bidang Koordmam Sum Daya Alam dan Jasa
Kemeniterian Koordiriator Bldang_ emanttman

Jl. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340

Telp. (021) _2395.1 100 Fax: (021) 3141790

T-Elex Me __ra:' Komputindo _
Gedung Kompas Gramedia. lantai:2 -
JI. Paimerah-Barat 28-37
Jakarta Pusat; 10270 :
Telp. (021) 53650110 ext 3225 Fax: (021) 53696656
Up. Tiara Arrieta (08984344966)

PASAL 8
PENYELESAIAN. PERSELIS!HAN

Apabila terjadi persengketaan antara kedua: belah pi_h"a_k. maka ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Jika :secara. musyawarah- tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesarannya.
maka. akan dibentuk-panitia rbltrase yang terdm dari ;

a. Secrangwakil.dari PIHAK K ' 1 ©

c. Seorang yang:independen dan pengangkatannya dlsetUJLu oleh kedua beiah'
pihak.




(8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal (8) ayat 1 dan 2 tidak tercapai
kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur hukum yang
berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

PASALS
ADDENDUM:

{1) PARA PIHAK dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap
halshal yang belum diatur dari/atau dipetlukan perubahan atas ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila: PIHAK yang mengajukan
itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti- buktl yang'sah dan diterima
PIHAK lain, bahwa - perubahan tersebut harus: dllakukan untuk ke!ancaran__
pelaksanaan Perjanjian ini:

(2) PARA PIHAK harus menegosiasikan hal-hai atair Klausul- klausul yang :akan
diubah. Hasit negosiasi tersebut dituangkan dalam: berita- acara dan dlgunakan_.
sebagai dasar penyusunan Addendum Perjapjian Kerja Sama. Addendumni
dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak:
terpisahkan darj Perjanjian ini jika disetujui-oleh PARA PIHAK sepanjang masih
dalam masa perjanjian.

(3) Dalamhal tidak ada persetujuan- dari salah satu PIHAK atas usulan perubahan
perjanjiain’ sebagaimana dimaksud: pada ayat(2), maka ‘pelaksanaan pekerjaan
sesual dengan Perjanjian Kerja Sama-ini. :

(4) Setiap perubahan ketentuan. yang terdédpat da]am Perjanpan Kerja Sama ini
baik berupa - penambatian dan/atau pengurangan. lingkup pekerjaan maupun
biaya harus disepakati terlebin dahulu oleh- PARA PIHAK dan dinyatakan
dalam ‘addendum Pefjanjian Kerja Sama yang memadl kesatuan yang tidak
terpisahkan-dari Perjanjlan Kerja Sama ini. :

(PASALAD
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan
bunyi yang sama dan masing-masing - mempunyai kékuatan hukum yang sama- urAtuk
kepentingan PARA PIHAK dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad
baik.

Demikiar, Perjanpan Kerja:Sama: !I‘ll dipuat- dengan sebe"'
dilaksanakan oleh PARA PIHAK: :

(a.. ﬁnfthkf;d_ip"a__t'_uhi déh;

"SUWANDI SANDIWAN: BRATA AGUNG KUSWANDONO




